) emlhkl peran
pengesahan per-

3-perjanglan' mlemaswna! ang 5eharusnya*
‘kan ‘dalam i heniuk ireah, kadang-kadang hanya-.
dimust: dalam benmk agreenient. '

__?endahuiu_an

Rat1f1ka51 atau pengesahan yang d;maksudkan dalam tuhsan in} adalah =
.Ranflkam Perjanjian: Taternasional oleh badan-badan yang berwenang me-
nunut. ketigas Undang-Undang Dasar-Indonesia:;: ULUD :1949. (Konstltum
(RJ:8.), UUD 19350 dan UUD 1945, Masalah praktek ranﬁkam menurut UUD
tuhsan-tuhsan 11m]ahI maupun karya—karya tulisan para rnahaswwa Fakultas

__Hukum yang telah membahas persoalan tersebut, ‘sebagai salah satu persyarat-
an untuk memperoleh :gelar: Sarjana Hukum. Namun: -demikian, menurut
hemat penulis, masih ada tempat untuk memperbm_cangkan masalah ini,
dengan memperbandingkan masalah praktek ratifikasi perjanjian internasio-
nal dari tiga Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku dan yang m sih
tetap berlaku. Perbincangan mengenai masalah tersebut, sepanjang penge-
‘fahuan penuhs_:be}um ada yang membahas..

sistim pemerintahan yang demokratis, pengesahan perjanjian internasmnai'
oleh pemerintah, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari
parlemen. Setelah perjanjian Internasional mendapat pengesahan, kemu x_an
dimuat dalam dokumen ratifikasi. Tahapan Hukum Internasional dari per-
janjian bilateral adalah pertukaran dokumen ratifikasi antara negara pgse_r_t"a

.H Penggsahan/Rauf‘ ikasi per,;arumn lmemas;onal "d:atur" oleh Konvenm Ke-
talanegaraan, Ma}aiah wkurn dan PembanginanNo. 4 tahun ke %11 Juli; 1982; Bdy Survcme. Praktek

[ TR & T SR SRR SR SR R - TR SRR SRR S SR 7 e SU S I U SURS T, v )
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: jian multilateral dokumen ratifikasi diserahkan
pada negara peserta perjanglan yang ditun_]uk untuk menyimpan dokumen

ratif;kas' 'f‘Apablla perja.njlan muiulatera] dxbuat oieh Persenkatan Bangsa-

'al ada]ah ratifikasimenurut. hukum Namonal Indone&a
rat_if;kam hanya'dimungkinkan setelah proses ratifikasi
1al sefesai. Maka ketentuan-ketentudsi ratifikasi dalam
ndang Dasar beserta ‘peraturan pelaksanaannya ‘dapat dikatakan
1 merupakan ketentuan-ketentuan yang bersmggungan dengan hukum inter-
.?nas;onal Ketentuamketentuan hukum nasional yang mempunyal daya irans-
fnasxonal dalam’ perkembangan hukum mternasxonai modern dapat disebut
-Esebagau ketentuan hukum mtemasmnal 2 Sehmgg& bagi pengamat hukum
“internasional dianjurkan agar jangan hanya, memberi perhatian pada hukum
: keblasaan 1nternasxonal dan konvensi-konvensi. internasional akan tetapi juga
'5-'pada peraturan nasional yang mempunyai dampak hukum internasional.
5. <. Proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional dalam Undang-
Undang Dasar Indonesia merupakan kerja sama antara eksekutif dan legis-
latif. Pemerintah sebagal badan eksekutif biasanya memegang peranan dalam
‘membuat perjanjlan perjanjian internasional dengan negara ‘lain atau turut
serta pada perjanjian internasional yang sudah ada’ Karena tidak semua per-
Jjanjian memerlukan ratifikasi; proses selanjutnya adalah memilih perjanjian-
~perjanjian yang perlu disampaikan pada Déwan Perwakilan Rakyat sebagai
' -badan legislatif untuk mendapat persetujuan. Dalam tulisan ini akan dicoba
‘diketahui badan'nama'yang lebih berperan dalam ratifikasi perjanjian inter-
nasional dengan mengkaji perjanjian-perjanjian internasional yang disampai-
‘kan pada Dewan Perwakilan Rakyat dan bentuk peraturannya sebaga1 per-
wujudan darl ratifzkasz i

-:Menurut UUD 1949

. . Ketentuan-ketentuan mengenai hubungan internasional dan ratifikasi
perjanjlan-perjanjlan internasmnai da!am UUD 1949 dlmuat daiam pasa! 174
pasa! 175 dan pasal 176

' Pasal 174 : - e )
Pemenntah memegang pengurusan hubungan Iuar negerz o

2, Lihat Philip C. Jessup, Transnational Law, New Haven, Yale University Press, 1956, Hal. 2.3, Myres ;
.- «MeDougal and Harold lasswell, The Indentification and Appraésal of Div ‘tems of Public Order,
Myers MeDougal 2rd Associates Studies in World Public Ofder. MNew Haven, University Press, 1960,
Edal 5.8 oo oo ]
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Pasai 175

-(1)-Presiden mengadakan dan mensahkan sega!a perjanjian (traktar) dan per—
o setu;uan Jain. Kecuall: d.rtenwkan Iam dengan Undang Undang Federal

Mcﬁsetu;m dengan Undang Undang' Ty . :
(2)y:Masiitk dalam dan memutuskan. perjanﬂan dan persetu;uan Iamdamnya .
dilakukan oleh Pres;den dengau Undang-Undang -Federal. -

Pasal 176 : EUE L
Berdasarkan perjanjian-dan persetujuan .yang..disebut .dalam. pasal 175 :
Pemerm tah memasukkan Republik Indonesia ke.dalam. o,rgamsaﬂ-oraamsas; )
antar negara. SV

A Datam sistiminegara federal perlu ditegaskan, sebagaimana dimuat.dalam
pasal 174 UUD 1949 bahwa hanya pemerintah federal (pusat) berhak meng-
adakan hubungan internasional. Negara bagian federal tidak mempunyai ke-
wenangan untuk:mengadakan huobungan luar negeri. Pasal 175 UUD 1949
memuat duaistilah: perjanjian dan persetujuan tanpa membedakan pengertian,
kedua istilah tersebut-dan dikatakan :dalam satu nafas. Untuk pengesahan.
maupun pernutusan hanya dapat-dilakukan melalui Undang-Undang Federal:.
Dari pasal:175.dapat disimpulkan pertama-tama bahwa untuk ratifikasi.per-
janjianinternasional diperfukan kerjz sama antara pemerintah pusat bersama
parlemen federal {pasal 127 UUD 1949); keduanya UUD 1949 tidak membeda-
kan pengertian istilah perjanjian dan persetujuan.-Kedua istilah tersebut me-
rupakan ‘padanan -dari-istilahtrakiat atan treaty yang untuk berlakunya
memerlukan pengesahan dan parlemen. Dalam pasal 176 kembali dapat dibaca.
bahwa perjanjian dan .persetujuan:merupakan.wahana untuk memasukkan
Republik Indomsxa Senkat seteiah Undang—Undang kedalam Orgamsasx Antar.
Negara ; :
“Umur dari UUD 1949 adalah sangat sangkat hanya sampaz tanggal 17
Agustus 1950, yang kemudian diganti dengan YUD 1950. Selama periode yang
singkat ini-penulis hanya menemukan‘satu perjanjian internasional yang men-

" dapat. pengesahan yaitu- pengesahan perjanjian Konperensi Meja Bundar™

dengan keputusan Preszden Repubhk Indonesm Serikat: No. 33/ 1950, (L N.
RISN02/1950) pr et e e

Menurut UUDV }950

Ketentuan ratlﬁkasx perjanjian 1nternasmnal menumt UUD 19503 se-
bagaimana dimuat dalam pasal 120 dan pasal 121 adaia‘n salinan dari pasal
1950 Karena sudah ada pex ubahéﬁ men;adi ncgai'a Kesatuan maka tidak ada
negara bagian.Dengan demikian adalah jelas bahwa yang mempunyai ke-.
wenangan untuk mengadakan hubungan luar negeri hanya pemerintah pusat.
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- Pasal 120 : i
-'(1) Pres:den mengadakan dan mengesahkan perjanjian{trakiat; dari per-
S setujuan Iam deugau negara—negara Iam Kecuab d:tentukan Iam dengan

melamkan sesudah d:setujuz dengan Undan,,-Undang,
 {2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan
oleh Presiden’ hanya‘dengan kuasa Undang-Undang.

Pasal 121 :

Berdasarkan® ‘perjanjian dan persetujuan yang tersebut dalam pasal 120
. pémerintah memasukan Republik Indonesia ke dalam orgamsasr-orgamsas;
antar negara.

+#Sama dengan ketentuan ratifikasi perjanjian internasional UUD 1949,
bahwa pengesahan perianjian internasional memerlukan kerja sama antara
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (D.P.R.) dan dimuat dalam bentuk
Undang-Undang (Pasal 120 dan pasal' UUD 1950) dan pemasukan Indonesia
menjadi anggauta organisasi internasional dengan persetujuan D.P.R. Karena
perjanjian-danpersetujuan kedua-duanya memerlukan persetujuan D.P.R.,
maka kata Logemann tidak ada gunanya untuk mencari perbedaan pengertian
antara kedua istilah tersebut. Selama berlakunva UUD 1950 tidak serua
perjanjian-internasional-dalam praktek mendapat persetujuan dari D.P.R.
Perjanjian internasional yang disetujui D.P.R. pada waktu itu ada dua puluh
empat perjanjian. Kebanyakan dari perjanjian tersebut adalah perjanjian bi-
lateral, berupa: perjanjian persahabatan, kebudayaan dan ekonomi, beserta
perjanjian multilateral dan-keanggautaan Republik Indonesia pada organisasi
internasional. Menurut kebiasaan internasional perjanjian-perjanjian yang .
bersifat'politis seperti perjanjian-perjanjian persahabatan, kebudayaan dan
perjaniian ekonomi berupa bantuan keuangan atau pinjaman yang melibatkan
rakyatdalam pembayaran kembali adalah Jazim bahwa pérjanjian- per}anpan
internasional sedemikian mendapat persetujuan dari D.P.R:

#Dalam perlode berlakunya UUD 1950, Republik Indonesia juga menjadz_ _
‘anggauta dari organisasi-organisasi internasional. Pada tanggal 25 September
1950 Indonesia menjadi anggauta dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (P.B.B.),
melalui surat permohonan vang diajukan oleh Duta Besar Luar Biasa dan
berkuasa penuh di P.B.B., L.N. Pallar. Isi surat tersebut adalah permohonan
Republik Indonesia untuk ikut serta menjadi anggauta.P.B.B.S . . |

3. Pemikiran dari Bab 11 ini diambil dari karangan penulis vang pernah dimuat dalam majalah Fakultas
Hukum: Universitas Indonesxa, B, SIDIK SURAPUTRA, Pengesahan Pcr}anyan Imemasmnal dan

i Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Ma;aiah Fakul(as Hui\um bna\ersum lnduneua, 1\40 i tahun ]
v, Juh 1975, )

4’ ‘Prof DR X H A Iogumann Hel ‘S:aa!rc:.h: \m'iﬂ !ndonem N E l‘ﬁgéve'ﬁj‘ \\’. '\"ésf Hc’acve—’&
(Jm\en;hage Bandung, 1953, hal. 59 o . :

remiber !950 dtmuat dalam Um:ed Mations Treat; Senes Vo! TI 1950, hal*

3. '-93&3 P /U N PA 25-
1154-155. ; ;
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f’emasukan, Indone51a men]ad: anggauta P:B: B mx ndak pernah men— i

ciengan Undanngndang Mot 5/ 1954 (L N No 16), Badan Keuangan Inter—
nasional{International Finance Corporation) dengan Undang-Undang No.
26/’ 1956 (1 N No, 6Ty dan- };eanggautaan pada‘Badan Tenaga Atom’In
nasional dengan Undang-UndangNo. 25/1957 (L. N No:66). Sedangkan ke-
anggautaan Republik Indonesia pada orgamsam-orgamsasx internasional lain-
nya seperti Badan Kesehatan Dunia (World Hedlth: Organization), Orgamsasz
Penerbangan Sipil Internasional {Internasional Civil Aviation Orgamzanon) '
dan organisasi khusus P.B.B., dilakukan hanya dengan surat permohonan
1kut serta (aksem), tanpa mmta persetujuan iebih 1an_jut dar; D. P R.

" Untuk menjdwab pertanyaan mengapa ada penyimpangan dari ketentuan
uuD 1950, mengenal keanggantaan dalam organisasi internasional i ini, pe-
.merintah kelihatannya mengambil sikap bahwa kalau dalam Anggaran Dasar
Organisasi Internasional tidak mengharuskan dladakan ataf:kam lebih lanjut
oleh badan yvang berwenang dan calon peseria organ15a51 internasional, maka
tidak dlajukan permohon.an pengesahan pada paxlemen _Px_agam P, B B hanya

karena itu maka Reahgg nnya disahkan dengan Undang- Undang

_ Kesunpulan yang, dapat_ dlambll dari pembahasan rat:fakasx per;anpan
mternas:onal menurit UUD 1950 adaiah ‘bahwa praktek ratifi ka51 pada peng»
galan waktu UUD 1950 tidak semuanya sesuai dengan ketentuan 1at1f1ka51
waktu UUD 1950 Sehmgga dapat d:pertanyakan apakah perjamaan-
perjanjian mternasmnal yang seha.rusnya dlratifikam menurut YUD 1950, akan -
tetapi dalam prakteknya tldak diratlﬁkam n: ih_mengnkat Repubhk Indo-
nesia. Untuk menjawab, pertanyaan mi penu is sependapat dengan Prof.
Fit maurlce yang mengatakan bahwa ' ' : : :

inin?Dalam hal-hal dimana perjan Hjian u‘u send:r; mengatakan de_ngan zegas
bahwa berlakunya perjanjian digantungkan pada ratifikasi atau perundang-
undangan setempat,. kegagalan untuk meratifikasi. perjanjian. menurut
konstitusi, seharusnya:tidak. usab menyebabkan kehxiangan arau mempe—
ngaruhi-keabsahan. internasional dari perjanjian, karena ber.fakunya per-
Jjanjian.seluruhnya digantungkan pada. tindakan-tindakan mternas:ona} dan
tidak dan tmdakan konsntuswna] dan negara setempat "8 .

6. Sir Gerald, F:tzmaur:ce. "Do Treaues Need Rani“ cal:on"" Brmsh Yearbco!\ of Imematwnal Law vl
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'_?ermohonan Indonesia untuk: menjadi anggauta; P B:B. teiah d;tempuh

menurux prosedur: mtemaswnal yang berlaku sehingga tidak usah diragukan

lagi: bahwa Piagam P.B.B. adalah mengikat-Indonesia.” Akan tetapi karena

~-tidak-diratifikasi dengan bentuk Undang-Undang, niaka kefentuan-ketentuan

dalam-" iagam P.B.B. tidak mengii{at langsung waiga negara Indonesia’

dalam . praktek ratifikasi: perjanjian Internasional ‘banyak me-

_ny;mpgng; dari Undang-Undang Dasar, akan-tetapi menurut. Hukum Inter-

: liidak: berpengaruh Sehingga. perjanjian-perianjian Internasional yang
dlbuat :selama kurun wakiu berlakunya UUD: 195(} yang tidak memenuhl pm» _
sedur. ratif) 'ka51 teta 'mengnkat Indonema i : ! i

Memarut Undang undang Basar 1945

Ketentuan dalam UUD 1945 mengenal perjanjjan Intemasxonal dxmuat
dalam pasal 11 ARST- -

”Pres;den dengan persetu_;uan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan
perang, membuat perdamajan dan perjanj,ran dengan negara lain.”

' P rjanjlan intemasmnal pertam kah dlbuat Repubhk Indonesia adalah
perjan31an nggar_]ah yang dlsahk Q_mlte Nasxonai Pusat (KNI-P) yang
pada waktu itu berperah sebagai badan Iegxsianp pada tanggal 5 Maret 1947.

Dalam usaha untuk memperoleh pengakuan dari negara lain pada Republik
Indonesza oleh P tah telah dikirim’ suatu deiegam Indonesm ke Timur
Tengah yang dlpimpm oleh almarhum H. Agus Sahm, ‘Menteri Muda Ke-
mentrian Luar Negen dan sampal “di Mesir tertanggai 19 April 1947. Delegasi
Repubhk Indonesia ini melakukan pendekatampendekatan dengan ‘Pemerin-
tah Mes:r dan menghasﬂkan suatu perjanjian persahabatan antara Mesir dan
indonema Per;anjtan m1 dltandatangam oIeh Perdana Menter; merangkap
g 5 i asji im tertanggal

dimuat dalam Undang-undang No. 2/19487 e

Seianjutnya dalam lawatan delega._sx Indonesm ke Sur:ah telah dltanda
tangani Perjanjian Persahabatan Hubungén Daplomatlk dan’ Konsuler antara
Republik ‘Indonesia‘dan Republik Suriah' tertanggal 2-Juli1947. Dalam
penandatanganan Repubhk Indonesia‘tetdap diwakili'oleh H. Agus Salim,
sedangkan’ Republik Suriah oleh Jamil Mardor’ Bey, Menteri Luar Negerinya.
Penulis tidak menemukan undangnundang yang meratifikasi Perj anjian Per-
sahabatan antara ‘Surizh dan Indénesia ini. Kedua per3an31an Internasional
fersebiit mempunvaa m]a] segarah yang pﬁﬁtmg Karena perja 319:1 persahﬂbat-

7. VE Zcm Hassan Daplomasn Revuiust indonesla da Luar Negm Buldn an:ang, Jakar;a 1980 hal !9? 2"1
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an’ mm upakan perjan_uan politis, :makan:berarti merupakan pengakuan de
juresdari’ Mesir -dan-Suriah:‘pada ‘Republik’ Indonesia. :Dengan demikian

-kedui‘iukan Repubhk Indonesia daiam Hukum Imernaszonai selama penode__:__ -

* revolusiilebih d:perkokoh

_ Sejak Dekrlt 5 Juh 1959

; .:Kurang lebl fsatu: tahun sete]ah UUD 1945 berlaku kembah -melalui
Dekrit Presidentertanggal’s Juli‘1959, dirasakan periu oleh Pemerintah untuk
mentberikan penjelasan mengenai pengertian pasal 11 UUD 1943 pada Dewan
Perwakilan'Rakyat: Karena isi.dari pasal 11-UUD 1945 adalah terlampau
singkat untuk dapat dijadikan kaidahoperasional. Untuk keperluan penjelas-
an ‘tersebut Presiden:Republik Indonesia.mengirim surat pada Bewan Per-
wakilan Rakyat tertanggal 22 Apgustus 1960, No. 2826/Hk /60, perihal: Pem-
buatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara iam

151 surat ml adalah sebavax bex 1kut :

1. Dengan ini d;mmta dengan hormat perhatian Saudara atas soal kerja sama

antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pasal

©11'Undang-undang: Dasar dzdalam hai mengadakan perjanjlan perjanjian
“iidengan: negara Yain. HOE R e, ¢ M i . : .

2, Menurut pendapat Pemerintah perkataan ”perjanjzan” d;daiam pasal 11
“ini tidak” mengandung arti segaia perjanjian dengan negara asmg tetapi
j _fhanya pemanpan—per;an}lan vang terpenting sa;a, yaitu yang, mengandung
_"’soai soal politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat atau
* treaty. Jika tidak diartikan sédemikan maka Pemerintah akan tidak cukup
\ "_irkeleIuasaan bergerak untuk men}alankan ‘hubungan Internasional’ dengan
- "_sewajainya karena untuk’ nap—nap per;anglan walaupun mengena} soal-soal

~ yang kecil harus d:peroleh persetujuan lebih dahulu darf Dewan Perwakil-
" “an Rakyat, sedangkan hubungan Internasmnal dewasa ini demikian in-

?‘:.'.'.'.tenmfnya sehingga menghendaki tindakan-tindakan. cepat dari. Pemermtah I

B ' "yang membumhkan prosedur konstltusmnal yang iancar

" "Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tertera di dalam
pasal 11 Undang-undang Dasar, Pémerintah akan menyampazkan kepada
:«Dewan Perwakilan Rakvyat, untuk. memperoieh persetu}uan Dewan Per-
“rwakilan Rakyat hanya perjanjian-perianjian‘yang terpenting saja (treaties);
~ryang diperincikan:dibawah,-sedangkan perjanjianiain {agreements) akan
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanva untuk diketahui.
- Pertu diminia perhatian disini bahwa pasal 11 Undang-undang Dasar tidak
“menentukan bentuk yuridis dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
weitu, sehinggaitidak ada keharusan bagi Dewan Perwakilan Rakvat untuk

. Untuk menjamm kelancaran dldaiam peiaksanaan kerja sama antara. e
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4 Sesuai dengan pertlmbangan-pertlmbangan yang tersebut diatas Pemenn—" -
ah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang harus disampaikan ke:

_ '.dzsahkan oleh Presiden, ialah perjanjian-perjanjian:vang lazimnya ber-
bentuk treaty vang mengandung materi sebagal benkut

a. Soai-soai politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhl per]anjlan~ :
: :perjanjian perszhabatan, perjanjian:persekutuan (aliansi), perjanjian--
‘perjanjian tentang perubahan wﬂayah atau. penetapan tapai batas

b -'Ikatan«xkatan yang sedemlkxan rupa s:fatnya sehmg a mempengamhx

:~haluan politik luar negeri.dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian
«dicantumkan didalam perjanjlan kerja sama ekonomi dan tekms atan .

i3 pm]aman uang, - o : : . Y : SN o

c. Soal-soal yang menurut Undaﬁg -undang: - Dasar - atau  menuru
perundang-undangan kita, harus diatur dengan Undang—undang sepem
--;..soa.l-soai kehaknnan ok v Y

Perj an;mn—per;anﬁan yang :me_ugandung materi lain. yang lazimnya berbentuk
agreement akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk
dlketahuz setelah d:sahkan oleh Presxden

Surat Presuien D P R. yang mempunya1 dampak transnasmnal sudah
merupakan bagaan dari pasal 11 Undang-undang Dasar 1943, mesklpun
i muat dalam batang ‘tubuh Undang- Undang Dasar 1945 Melalui
surat Presuien tersebut maka ratxflkam perjanjlan Internasxonai dapat lebih
iancar dllaksanakan Surat Presu:ien ini dapat dicabut. apablla telah dibuat
peraturan peiaksanaan dan pasa] 11 Undang~Undang Dasar 1945 yang lebih
terperma Dﬂuar buiir 4 yang. masalahnya tidak pohtls akan dituangkan
dalam bentuk agreement Setelah dasahkan oleh Pemenntah akan dxsampa1~
kan pada. D. P R. untuk dik tahm P al 11 UndangmUndang Dasar 1945
" beserta surat Premden ‘materinya leblh Jeias darl pada ketentuan ratifikasi
dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan Undang- Undang Dasar 1950 karena

t ah membedakan perjaqj_lan_{treaty) vang perlu disejutui oleh D.P.R. dan
k jian (agreement) yang tidak perlu disetujui oleh D.p. R dan hanya
dlsampalkan pada D.P.R. untuk d;ketahm saja. .

Sebaga;mana dengan undang-undang dan peraturan—peraturan lamnya
baik-hasil badanilegislatif maupun badan eksekutif; surat Presiden ini tidak
luput dari ketidak jelasan sehingga mengundang pertanyaan. Pertama-tama
dapat dipertanyakan kalimat akhir dari-butir tiga surat Presiden yang mem-
berikan kewenangan pada D.B.R. untuk mensahkan perjanjian internasional
diluar ‘bentuk Undang-Undang, karena pasal 11 Undang-Undang Dasar-1945
tidak mengharuskannva. Ssdangkan pasal 20 dan pasal 21 -Uindane-Undang

ada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan sebelumnya;_;_ o
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ca ean undang undang yang datangnya, dari, Pemermtah atau D.P.R. sendiri .

terdin dan‘ berbaga1 badan yang S&Img bawah membawahl dapat menerbitkan n
berbagai bentuk peraturan yang pada hakekatnya merupakan peraturan pe-

-Jaksanaan sesual dengan posisi badan tersebut dalam pemerintahan. Sehingga
-;secai a konstitusionil sukar dipikirkan bahwa.D.P.R, dapat meratifikasi per-

an.internasional dengan. bentuk lain selain ‘dari undang-undang.
sPertanyaan.-kedua. yang- dapat dikemukakan adalah .mengenai per- .

Jan jtan internasional (agreement} yang: dibuat ‘pemerintah tanpa melibatkan

D.P.R. Dalam kepustakaan maupun praktek bentuk perjanjianinternasional
dimana negara dapat ikut serfa tanpa penge_s_ahan:_l)_ P.R.tidak hanya dalam

“bentuk agreement..Bisa dalam-bentuk arrangement, protokol, accord, ex-

change of notes, dan sebagainya. Apabila pemerintah kebetulan membuat
perjariiian internasional melahi-exchange of potes (pertukaran nota), apakah
ada kewaijan untuk memberitahu D.P.R/; atau dapat dibuart tanpa mem-
beritahu 1. PR karena tidak dalam bemuk agreement. Pertanyaan bisa di-

teruskan apakah dengan surat ‘Presiden ini pemerintah akan melakukan ke-

bijaksanaan: dikemudian bari, ‘hanya membuat agreement sebagal perjanjian
Internasional vang memerlukan persetujuan D.P.R., dalam praktek tidak
hanya treaty, akan tetapi juga perjanjian muitilateral yang bersifat resmi dan
politis, seperti konvensi, pakta dan charter memierlukan ratifikasi badan ieg1s~

datif :Menurut hemat penulis Surat Presideivini meskxpun dibuat tidak begitu

teliti,” harus diartikan bahwa istilah agreement yang juga mencakup bentuk

‘persetujuan lain yang non‘politis; vang telah dibahas diatas tadi. Istilah treaty

Juga ‘harus diartikan sebagai termaksad multilateral treaty. :
“Bagaimana kebi jaksanaan yang dimuat dalam surat Presiden ini diwuud-
kan ‘dalam ‘praktek.-Menurut hasil penelitian seorang mahasiswa Fakultas
Hukum, Universitas Indonesia, prakték ratifikasi perjanjian Internasional se-
lama kurun waktu 1960 sampai dengan 1977, hanya sebagian kecil perjanjian

“Internasional disahkan:dengan-beniuk undang-undang:8 Dari hasil:penelitian.. .

tersebut antara lain juga disimpulkanbahwa adakecenderungan dari Peme-
rintah untuk mengesahkan perjanjian-perjanjian bilateral 'yang menyangkiit

‘bidang Ekonomi dan keuangan dengan bentuk Keputusan Presiden. Dari g-.

banyak 48 perjanjian bilateral, 47 disahkan dengan keputusan Presiden, hanya
satu saja yang disahkan oleh Undang-Undang ‘yaitu pérsetujuan-antara ke-
rajaan Belanda dengan ‘Indonesia ‘dengan ‘Undang-Undang N6, 7 tahun
1966.% Penulis sendiri telah meneliti lembaran negara dari tahun 1978 sampai

8. Saut Maruli Tua .Goclmmw"f"railek Ratifikasi Perj.:zrﬁi'a'n Internasional dalam masa kembali ke Undan"é;-
_Undang Dasar 1945" (uahun 1960-Seprember 1977, Diajukan untuk memenuhi sebagian sy arat u;l:m Lc-
sar_]anaan Fakuhas Hukum, Universitas Indonssia, Jakarta, !978 hal. 82 t54 P
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dengan 1988, dan ternyata dari 140 Perjanjxan Internasaonal hanya 7 yang '
disahkan dengan undang—undang ’ R

~ nal dapat’ dlketahm dari penjelasan pe;abat Elrektorat Hukum Departemen
Luar Neger: sehagal benkut - A

”Dar.z sekzan banyak perjanjian hanya sedikit vang perin dzratiﬂkasz
"oleh: ‘Parlemen. Kalay dianggap tidak berat untuk dijadikan keputusan
fpemermtah maka Parlemen . cukup mendapatkan pemberitahuan.
it Sering - ‘terjadi suatu perjanjian dikategorikan sebagai "agak berat”-
sidiputuskan: saja dijadikan kepuws&n bemeérintah, untuk mencegab
~mengundang pembwaraan berlarut-larut di Parlemen.
. Naskah-naskah yang diproduk di Sekretariat ‘Kabinet, sebelum di-
: .-.matangkan d1 keputusan pemermtah bJSa makan wakiu satu bu]an #::10

: ESeiam dan prosedur di Pariemen juga per;amlan Internas;onal dapat ter-
tahan di: Departemen lain, sehingga menimbulkan kemacetan dalam penge-
sahan. Materi perjanjian Internasional yang memerlukan kajian Depariemen
lain, sebelum disahkan perlu- ‘mendapat "pematangan”. dan persetujuan dari
i)epartemen Teknis yang bersangkutan. Proses "pematangan” ini dapat ber-
langsung lama, sehingga pengesahan perjanjian Internasional ini tidak me-
nentu.-dan. terkatung-katung:!i Apabila sudah disetujui oleh Departemen
Teknis, maka pengesahan paling cepat-adalah melalui Keputusan Presiden.
Kalau disampaikan lagi ke Parlemen, maka proses ratifikasi akan memakan
wakiu lebih lama lagi. Faktor lain.yang mempengarum ratifikasi perjanjian
Internasional dengan Keputusan Presiden adalah negara peserta asing. Negara
asing yang menjadi peserta dari perjanjian Internasional menghendaki secepat
mungkin pertukaran dokumen ratifikasi. Untuk memenuhi keperluan tersebut,
1naka Pemerintah mengambil jalan yang cepat, mengesahkan perjanjian Inter-
nasional dengan Keputusan Presiden. Meskipun perjanjian Internasional ter-
sebut menurut ketentuan dari perjanjian harus diratifikasi dengan undang-
amdang. Faktor biaya dapar mempunyai pengaruh dalam.pengesahaan per-
janjian Internasional dengan keputusan Presiden. Proses pembuatan perjanji-
an Internasional mulai dari perundingan, penerimaan naskah pembicaraan
antar Departemen dan sidang-sidang di Parlemen memerlukan biaya yang
besar. Sebagai jalan keluar untuk menekan biaya, perjanjian Internasional
yang memelukan persetujuan Parlemen sebelum disahkan oleh Pemerintah,
dapat dinyatakan berlaku dengan Keputusan Presiden. Juga faktor politis
dapat dijadikan alasan untuk pengesahan perjanjian Internasional dengan
keputusan Presiden. Seperti Perjanjian Internasional mengenai perjanjian
pinjam_an_ uang, banyak yang disahkan melalui keputusan Presiden, Karena

IG Anme Bertha S:mamora. Bertumpuk draft Perjan_uan Terkamng»kamng Dzmana letak kemace:aﬁnva
Sinar Harapan, § Okiober P73,

Kebx;aksanaan Pemerintah mengenai pengesahan perjanjian’ Internasmm..



pat perjan "an nterna _onal yang seha
imuat _dalam bentuk agreement.!?

5 ni, ada" ﬁehﬁhs yang mengatakaﬁ bahwa praktek pengesahan perjanjian I .
' .'._-rnasm_naj di. Indones;a adalah agak tidak menen na hu ungan ke- :
' Parlemen:txdak se:mbang --dan pemen i

'3.mer'npunya1 kekuasaan yang Iebih besar,
- dalam proses ratlﬁkas;

pergamlan Internasmnal Dengan_
lnternasmnal :

(John Locke 1632-1704) |






